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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan
pekerjaan konstruksi dan non konstruksi di Kabupaten Karo,
perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ditegaskan bahwa standar harga satuan dan
standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran
2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Undang-Undang ...
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9,

10,

12.

13.

14.

15.

16.

Undang Undang Nomor | Tehun 2022 tentang Hubungsn
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Docrah
(Lembuaran Negara Republile Indonesin Tahun 2027 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indaonesia Naomar 6757,

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 20275 tentang Provins)
Sumateran Utarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan lembaran  Negara  RPepublik
Indonesian Nomor 6G864),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipl
Nepara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga satuan Regional (lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan ...
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17. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN
2024.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Karo.

5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang sclanjutnya disingkat HSPK adalah harga
komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk
setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS Barang dan Jasa
sebagai elemen penyusunannya.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang ditetapkan untuk
melaksanakannya.

BN

BABII ...
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BAB 11
HSPK
Pasal 2
(1) HSPK di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan:
a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah; dan
b. pelaksanaan kerja atas biaya pelaksanaan kegiatan kontruksi di Lingkungan
Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024.
(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Standar
harga barang dan jasa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang dan jasa di pasar maka Perangkat
Daerah dapat mempedomani harga pasar yang berlaku dibuktikan dengan Berita
Acara Survey dan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing Perangkat
Daerah.

Pasal 4

Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk Pajak
Pertambahan nilai (PPN).

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2/NOMOR ...2<
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LAMPIRAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARGA BELANJ. )D
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan- |Pemeliharaan/peningkatan jalan
8.1.02.03.04.0015.00001 Sembantan pada Jalan Dess Mo sieajadt WotEIsG M2 Rp 721.041,00 |5.1.02.01.01.0039
liharaan - - tuk iharaan in Tam san
8.1.02.03.01.0029.00001 Beban Peme Tanah-Lapangan-Tanah un Pemelihar: w:un.._, an Kawa: Kawasan | Rp 100.000.000,00 |5.1.02.03.01.0029
Taman Perkotaan-Berastagi
$.1.0200.01.0029.00002 [ o Pemctiharaan Tenah-Lapangan-Tansh untuk [Pemcliharaan Rutin Taman Kawnsan b on | Ry 150.000.000,00 §5.1.02.63.01.0029
Taman Perkotaan-Kabanjahe
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Pemeliharaan dan perijinan Alat 5
8.1.02.03.02.0012.00001 ¢ Besar Dacat Lainoya Besar Unit Rp 25.000.000,00 |5.1.02.03.02.0012
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |Rehab ringan gedung negara
1.02.03.03.0001.00008 Godiong Teumpeit Kl Seanganay Gedsmg Tsstor sederh M2 Rp 1.827.000,00 |5.1.02.03.03.0001
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |Rehab sedang gedung negara
C 0 " » .03.03.
.w LE0003.0008 80009 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sederhana = e ZF00000 IRL IR B0008
m Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
18.1.02.03.03.0001.0( . 2 E
_\ 1.02.03.03.0001.00010 Qadung Tempat Késja-Ban Gedung Kantor Rehab berat gedung negara sederhana|M2 Rp 3.654.000,00 (5.1.02.03.03.0001
m 5 1.02.03 03.00 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |rehab ringan gedung negara tidak
” 5.1.02.03.03.0001.00011 Gedung Tempat Kerja-Ban Gedung Kantor S M2 Rp 2.187.000,00 (5.1.02.03.03.0001
|
[, o m X Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |rehab sedang gedung negara tidak
18.1.02.03.03.0001. . . v
& 1.02.03.02.0001.00012 Gadung Tempat Kerja-Ban Gedung Kantor sl M2 Rp 3.280.500,00 |5.1.02.03.03.0001
#
| o Beban Pemeliharazn Bangunan Gedung-Bangunan [rehab berat gedung negara tidak
£.1.02.03.03.0001.000 K 374.
| 5.1.02 03.0001.00013 Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung tor sederh M2 Rp 4.374.000,00 (5.1.02.03.03.0001
| PP - Bizya Pemeliharzzn Bangunan Gedung kantor dan " . . Unit /
£.1.02.03 03000100026 | o0 g
i 1.02 0100026 |0 Dinas y Jabets Belanja pemeliharaan lift, escalator Tahun Rp 350.000.000,00 |5.1.02.03.03.0001
|, o o ) Bizya Pemelihzrazn Bangunan Gedung kantor dan  |Pemeliharaan Pompa air sumur bor, |Unit /
2.1.02.032.03.000100027 | 7 > ,
- RIS |[Pumah Dinzs/Jabatan keong/sanyo Gedung kantor Tahun Rp  55.000.000,00 |S.1.02.03.03.0001
8 1 .07 07307 0001 D028 __W.www Pemebharasan Bangunan Gedung kantor dan |Pemeliharaan /Peralatan Kantor, Unit /
£.1.0203 KOO ) 28 |Rumah Dinas/Jabats Rumah Dinas dan Mesin Tahun Rp  70.000.000,00 {5.1.02.03.03.0001
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8.1.02.03.03.0038.00002

Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan |

KODE BARANRG URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAR HARGA IR
BELANJA

Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung kantor dan  |Pernak-pernik Natal Gedung Kantor, |Unit /

5.1 02.03.03.0001.00029 * . .1.02.03.03.

’ Rumah Dinas/Jabatan Ruangan dan Rumah Dinas Tahun Rp 70.000.000,00 [S.1.02.03.03.0001

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Rehab i d i

%1 02.03 03001000016 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat €nab rngan gedung negara M2 Rp  1.827.000,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan e
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Soisgls nad d .

& 1.02 0303001000017 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat naa:un ang gedung negara M2 Rp  2.740.500,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan PONESIENS
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

%.1.02.03.03.0010.00018 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Rehab berat gedung negara sederhana| M2 Rp 3.654.000,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 3

8.1.02.03.03.0010.00019 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat  |'CRAD Fingan gedung negara tidak |, Rp  2.187.000,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan selechacn
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

5.1.02.03.03.0010.00020 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat H“MU:M”_NSW pelung neppra Glek b Rp  3.280.500,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

£.102.03.03.0010.00021 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Hmwc:wwawﬂ SRS SEpGR Tk M2 Rp  4.374.000,00 |5.1.02.03.03.0010
Pendidikan er
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

£.1.02.03.03.0012.00001 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Revitalisasi ringan Pasar M2 Rp 1.827.000,00 |5.1.02.03.03.0012
Pertokoan / Koperasi/Pasar
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

£.1.02.03.03.0012.00002 |Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Revitalisasi sedang Pasar M2 Rp 2.740.500,00 |5.1.02.03.03.0012
Pertckoan /Koperasi /Pasar

8.1.0203.03.0038.00001 [O°0en Pome TIrtes Pre ey mmmwawn%uﬂmwwnﬂ. rehab ringan rumah negara tipea  [M2 Rp  2.118.000,00 [5.1.02.03.03.0038

£.1.02.03.03.0038.00002 Ww”mmmwmwwwaﬂaﬁﬂmwxﬂ“” mmﬁw%ﬂmﬂﬂ. rehab sedang rumah negara tipea M2 Rp  3.177.000,00 |5.1.02.03.03.0038

i edung-B ,
8.1.02.03.03.0038.00003 |cooor M wﬂhﬂﬂﬂﬂ:@ﬂﬁﬂhﬂ mom“wmon,ﬂm“:a_ﬂ rehab berat rumah negaratipea M2 Rp  4.236.000,00 |5.1.02.03.03.0038
i B Gedung-Bangunan . ,

8.1.02.03.03.0038.00001 MMNHMMMMNMM.«%H” mmmwﬁﬁm%“wﬂ zMnmasnOo_oMMu: I rehab ringan rumah negara tipe b M2 Rp 1.917.000,00 |5.1.02.03.03.0038

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan |, 1, ooqang rumah negara tipe b |M2 Rp  2.875.500,00 |5.1.02.03.03.0038
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.1.02.02.02.0035,00003

Beban Pemeltharsan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Fumah Negara Golongan |

rehaly berat rumah negara upe b

Fp

3.274.000,00

5.1.02.03.03.063%

&x

1.02.03.032.0039.00001

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Eangunan
Gedung Tempat Tinggal-Fumah Negara Golongan |l

rehab ringan rumsh negsra upe b

M2

Fp

1917 000,00

5.1.02.03.063.00%

.1.02.03.03.0039.00002

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan |l

rehab sedang rumah negara tupe b

M2

Fp

2.875.500,00

5.1.02.03.03.00%9

.1.02.03.03.0039.00003

Beban Pemeliharaan BEangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan 11

rehab berat rumah negara tipe b

M2

Fp

3.434.000,00

5.1.02.03.03.0029

.1.02.03.03.0039.00003

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan 11

rehab ringan rumah negara tipe c,d,e

M2

Rp

1.641.000,00

5.1.02.03.03.0039

.1.02.03.03.0029.00003

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan Il

rehab sedang rumah negara tpe c,d,e

M2

kp

2.461.500,00

5.1.02.03.03.0039

.1.02.03.03.0039.00003

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan Il

rehab berat rumah negara upe c,d,e

M2

Rp

3.282.000,00

5.1.02.03.03.0039

.1.02.03.03.0040.00001

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan Il

rehab ringan rumah negara tipe c,d,e

M2

Rp

1.641.000,00

5.1.02.03.03.0040

8.1.02.03.03.0040.00002

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan 111

rehab sedang rumah negara tipe c,d,e

M2

Rp

2.461.500,00

5.1.02.03.03.0040

8.1.02.03.03.0040.00003

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III

rehab berat rumah negara tipe ¢,d,e

M2

Rp

3.282.000,00

5.1.02.03.03.0040

8.1.02.03.04.0003.00002

Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-
Jalan Kabupaten

pemeliharaan rutin jalan/km

Rp

325.000.000,00

5.1.02.03.04.0003

8.1.02.03.04.0013.00002

Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-
Jembatan pada Jalan Kabupaten

pemeliharaan rutin jembatan/M

Rp

1.200.000,00

5.1.02.03.04.0013

8.1.02.03.04.0031.00014

Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya

Pemeliharaan rutin saluran irigasi sep
1m'

Rp

250.000,00

5.1.02.03.04.0031

8.1.02.03.04.0069.00006

Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

normalisasi saluran drainase (type
80/65) sep. 1 m

Rp

150.027,00

5.1.02.03.04.0069

8.1.02.03.04.0069.00007

Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air
Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

rehabilitasi saluran drainase batu kali

(type 80/65) sep 1 m'

Rp

515.465,00

5.1.02.03.04.0069
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